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ABSTRAK 

 

PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN  

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA  

MIGRAN INDONESIA (PMI) ASAL LAMPUNG  

DI NEGARA PENEMPATAN MALAYSIA  

 

OLEH 

 

YOLANDA NATSYA  

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) terbesar urutan ke-5 dari 38 provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis permasalahan rendahnya kepesertaan dan perpanjangan 

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI di Malaysia berdasarkan pelaksanaan 

Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, khususnya Pasal 8, 9, dan 13, serta meninjaunya 

dalam perspektif good governance melalui indikator partisipasi, daya tanggap, 

konsensus, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, 

dokumentasi, dan studi literatur. Informan meliputi BP3MI Lampung, BPJS 

Ketenagakerjaan, Perwakilan RI di Malaysia, PMI serta keluarga PMI. Analisis 

data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan 

pendaftaran, persyaratan dokumen, dan perpanjangan kepesertaan telah diatur 

dengan jelas dan dilaksanakan melalui koordinasi antarinstansi. Pada tahap pra 

penempatan, kepesertaan berjalan tertib dan terintegrasi. Namun, pada tahap 

perpanjangan kontrak di negara penempatan, kepesertaan belum optimal karena 

masih bergantung pada inisiatif dan kesadaran PMI. Ditinjau dari perspektif good 

governance, indikator konsensus, daya tanggap (responsivitas)  dan kesetaraan 

berjalan cukup baik, sedangkan partisipasi, efektivitas serta efisiensi belum optimal 

akibat keterbatasan informasi, kapasitas administratif PMI, dan belum 

terintegrasinya sistem lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan 

telah memiliki dasar dan mekanisme yang memadai, namun masih memerlukan 

penguatan pada aspek keberlanjutan perlindungan di negara penempatan Malaysia. 

 

Kata kunci: Good Governance, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 

Perpanjangan, Pekerja Migran Indonesia, Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, 

Malaysia. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

PERSPECTIVES ON GOOD GOVERNANCE IN EMPLOYMENT SOCIAL 

SECURITY POLICY INDONESIAN MIGRANT WORKERS FROM 

LAMPUNG IN PLACEMENT COUNTRY MALAYSIA 

 

By 

 

YOLANDA NATSYA  

 

Lampung Province is one of the largest sending regions of Indonesian Migrant 

Workers (PMI), ranking fifth out of 38 provinces in Indonesia. This study aims to 

analyze the issue of low enrollment and renewal rates for employment social 

security among Indonesian migrant workers in Malaysia based on the 

implementation of Minister of Manpower Regulation No. 4 of 2023, specifically 

Articles 8, 9, and 13, and to examine them from a good governance perspective 

through indicators of participation, responsiveness, consensus, equity, as well as 

effectiveness and efficiency. This study employs a descriptive qualitative approach, 

with data collected through interviews, documentation, and literature review. The 

informants include BP3MI Lampung, BPJS Ketenagakerjaan, Indonesian 

representatives in Malaysia, PMI, and their families. Data analysis was conducted 

through data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The 

results show that, normatively, the provisions regarding registration, document 

requirements, and membership renewal have been clearly regulated and 

implemented through inter-agency coordination. At the pre-departure stage, 

participation in employment social security runs systematically and is well 

integrated. However, at the contract renewal stage in the destination country, 

participation is not yet optimal as it still depends on the awareness and initiative of 

PMI. From a good governance perspective, the indicators of consensus, 

responsiveness, and equity have been relatively well implemented, while 

participation, effectiveness, and efficiency remain suboptimal due to limited access 

to information, administrative capacity of PMI, and the lack of an integrated cross-

border system. This study concludes that although the policy has provided a 

sufficient legal basis and mechanism, further strengthening is needed, particularly 

in ensuring the sustainability of social security protection for PMI in the destination 

country. 

 

Keywords: Good Governance, Employment Social Security, Extension, 

Indonesian Migrant Workers, Minister of Manpower Regulation No. 4 of 2023, 

Malaysia.
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MOTTO 

 

“Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu.” 

(QS.  Thaha: 114) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Orang yang sibuk memperbaiki dirinya, tidak akan sempat mencela orang lain.” 

(Umar bin Khattab)  

 

“Setiap cobaan yang kita dapatkan berarti ujian untuk kita naik ke kelas yang 

lebih tinggi” 

(Intan Fitri Meutia, 2025) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan 

perlindungan sosial terhadap hak dasar kebutuhan hidup yang layak kepada setiap 

pekerja yang melakukan hubungan kerja baik didalam negeri maupun diluar negeri. 

Hal ini karena bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, 

dihormati dan dijamin penegakannya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 

kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang juga berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI), sebagaimana diatur dalam Pasal 5D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menerangkan bahwa setiap 

PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang salah 

satunya yaitu terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

atau yang biasa disebut dengan jamsostek.  

 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk 

melindungi kepentingan  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau PMI 

serta keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam 

keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam 

aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Disahkannya UU tentang Pelindungan PMI 

tersebut memberikan jaminan sosial dan pelindungan terhadap seluruh PMI dan 

warga negara Indonesia.   PMI merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan 

ekonomi nasional, memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan 

negara melalui pengiriman uang lintas negara (Tirto, 2025).  
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Gambar 1. Grafik Data Penempatan PMI pada Lima Periode 2022 - 2024 

Sumber:  Laporan Publikasi Penempatan BP2MI (www.bp2mi.go.id), (2024) 

Data pada Gambar 1 merupakan jumlah penempatan PMI periode tahun 2022 

sampai dengan tahun 2024 atau selama kurun waktu tiga tahun. Provinsi Lampung 

berada di urutan ke-5 (lima) sebagai penyumbang pekerja migran terbanyak dari 38 

(tiga puluh depan) provinsi di Indonesia (BP2MI, 2025). Peningkatan jumlah 

penempatan PMI setiap tahunnya menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja 

Indonesia di luar negeri masih sangat tinggi dan terus mengalami perkembangan. 

Kondisi ini menuntut kesiapan pemerintah dalam memberikan perlindungan 

komprehensif melalui skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, 

perlindungan PMI melalui jaminan sosial harus dioptimalkan agar dapat menjamin 

hak serta kewajiban PMI asal Provinsi Lampung. Para pekerja migran sebelum 

berangkat ke negara tujuan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus 

dipenuhi salah satunya yaitu terdaftar dalam kepesertaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi PMI 

dalam jangka waktu sebelum, saat dan sesudah bekerja. 

http://www.bp2mi.go.id/
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Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2025) 

Berdasarkan data pada Gambar 2, jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan 

bagi PMI asal Lampung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 

tahun 2022 tercatat sebanyak 13.800 peserta, meningkat menjadi 25.269 peserta 

pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 28.555 peserta pada tahun 2024 yang 

tersebar di berbagai negara penempatan. Dalam konteks jaminan sosial pekerja 

migran wajib terdaftar dalam kepesertaan jaminan sosial agar pemerintah dapat 

melindungi pekerja migran terutama pekerja migran yang sudah berada di negara 

penempatan. Para pekerja migran ini tersebar diberbagai negara seperti Hong Kong, 

Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura menjadi beberapa negara dengan jumlah 

layanan penempatan terbanyak. Sementara itu, beberapa jabatan dengan 

penempatan terbanyak adalah House Maid, Caregiver, Worker, Plantation Worker, 

dan Domestic Worker (BP2MI, 2025). Peningkatan jumlah kepesertaan tersebut 

menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk 

memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran asal 

Lampung. Hal ini dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran pekerja migran 

akan pentingnya perlindungan sosial selama masa bekerja di luar negeri.  

 

Gambar 2. Grafik Data PMI Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial  

Ketenagakerjaan 
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Sumber: Data Command Center Penempatan BP2MI, 2024 (cnc.bp2mi.go.id) 

 

Berdasarkan data pada Gambar 3, menunjukkan bahwa sepuluh negara tersebut 

merupakan negara penempatan yang paling diminati oleh PMI asal Lampung. Dari 

keseluruhan negara penempatan tersebut, Malaysia menjadi salah satu negara 

dengan jumlah penempatan pekerja migran yang cukup besar. Negara ini juga 

termasuk dalam negara penempatan yang banyak menerima PMI asal Lampung 

dengan berbagai sektor pekerjaan yang beragam. Tinggi nya angka penempatan ini 

dipengaruhi oleh faktor strategis seperti letak geografis. Malaysia merupakan 

negara yang paling dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara 

lainnya, selain itu faktor bahasa juga sangat mempengaruhi. Bahasa sehari-hari 

yang digunakan negara Malaysia yaitu bahasa Melayu. Bahasa ini hampir mirip 

dengan bahasa Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya (Huda, 2017). 

 

Menurut data Command Center BP2MI pada Gambar 3 yang dihimpun dalam 

periode 2022 sampai dengan 2024, terdapat sejumlah 7.303 penempatan PMI asal 

Lampung di negara penempatan Malaysia. Kemudian berdasarkan hasil pra-riset 

peneliti yang dihimpun dari data Command Center BP2MI tahun 2024 dari total 

penempatan tersebut, terdapat sejumlah 2.868 PMI asal Lampung yang masih dalam 

masa kontrak perjanjian kerja dan kepesertaan aktif jamsostek. Selanjutnya, 

berdasarkan data Command Center Penempatan BP2MI tahun 2024 tentang 

Gambar 3. Grafik Data Negara Penempatan PMI Asal Lampung 
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kepulangan PMI, terdapat sejumlah 397 PMI asal Lampung yang telah selesai masa 

perjanjian kerja dan kembali ke tanah air. Pada data tersebut apabila 

dikomparasikan saat ini, artinya jumlah PMI yang saat ini berada di negara 

Malaysia  sejumlah 6.909 PMI. Namun, yang memperpanjang kontrak perjanjian 

kerja hanya 2.868 PMI. Dapat diartikan dari jumlah tersebut, bahwa sebanyak 4.038 

PMI asal Lampung yang berada di Malaysia dalam masa habis kontrak dan tidak 

melakukan perpanjangan kontrak perjanjian kerja dan jamsostek. Berdasarkan 

kondisi dan jumlah tersebut jika dipersentasekan, maka sekitar 55,3% PMI asal 

Lampung di Malaysia tidak lagi terlindungi oleh jamsostek dan sebanyak 39,3% 

masih aktif dan terlindungi melalui kepesertaan jamsostek, serta 5,4%  telah 

kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan masa perjanjian kerjanya. 

 

Berdasarkan fakta tersebut maka pemenuhan hak jaminan sosial PMI baik sektor 

formal maupun informal perlu ditingkatkan. Pemberian jaminan sosial merupakan 

tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat Indonesia termasuk PMI, terlebih 

lagi PMI sebagai pahlawan devisa negara. Bentuk perlindungan terhadap PMI, salah 

satunya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pemerintah 

Indonesia telah menetapkan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui 

BPJS Ketenagakerjaan yang juga berlaku bagi PMI, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Dalam perihal perlindungan sosial pemerintah juga mengatur dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia bahwa pemerintah wajib untuk memastikan perlindungan 

sosial bagi PMI termasuk di dalamnya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan.  

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2017 diperjelas bahwa setiap PMI 

yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang salah satunya 

terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial. Pasal tersebut diperkuat lagi 

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa Calon 

Pekerja Migran Indonesisa (CPMI) atau PMI yang bekerja di luar negeri wajib 

terdaftar dalam program yang diwajibkan adalah 2 program yakni Jaminan 
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Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sedangkan Jaminan Hari 

Tua (JHT) merupakan program yang bersifat opsional atau tidak diwajibkan.  Oleh 

karena itu, demi melindungi PMI terhadap hal yang tidak diinginkan dan 

melindungi selama bekerja di luar negeri, maka kepesertaan PMI dalam program 

jamsostek bersifat wajib.  

Tabel 1. Uraian Migrasi Terlindungi dan Belum Terlindungi 

 No Migrasi Reguler 

(Sudah Terlindungi) 

Migrasi Reguler 

(Belum 

Terlindungi) 

Migrasi Tidak 

Reguler / Non 

Prosedural  

(Belum 

Terlindungi) 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

Skema Government to 

Government  

Skema Privat to Privat  

Perseorangan mandiri 

Perpanjangan perjanjian kerja 

(PK) dalam negeri 

Perpanjangan perjanjian kerja 

(PK) di luar negeri 

Pendaftaraan kepesertaan 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan di luar negeri 

atau di negara penempatan 

Pekerja migran 

yang legal tetapi 

tidak tercatat  

Pekerja migran 

yang memiliki visa 

pekerja tetapi 

melampaui batas 

waktu yang telah 

ditentukan dan 

tetap bekerja di 

negara penempatan 

 

Bekerja tanpa izin 

yang sah 

(menggunakan visa 

pelancong) 

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2025 (Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi 

dan Institusi) 

Uraian pada Tabel 1, menunjukkan skema PMI yang berangkat melalui jalur resmi 

migrasi reguler, baik dengan mekanisme Government to Government (G to G), 

Private to Private (P to P), maupun secara perseorangan atau mandiri, pada 

dasarnya telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Berdasarkan hasil pra riset dan wawancara peneliti dengan pegawai BP3MI 

Lampung mengenai skema tersebut, hal ini karena seluruh proses penempatan 

mereka tercatat secara resmi melalui Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia atau yang disebut dengan SISKO P2MI.  
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Menurut Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2023, SISKO P2MI merupakan sistem 

pelayanan administrasi penempatan PMI. Dengan adanya pencatatan tersebut, 

setiap PMI yang mendaftar secara prosedural dan resmi secara otomatis terdaftar 

dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan 

dasar berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sesuai dengan regulasi 

yang berlaku. 

Bagi PMI yang telah menyelesaikan kontrak kerja pertama memperpanjang masa 

kerjanya, terdapat dua jalur yang bisa ditempuh. Pertama, apabila PMI memilih 

untuk pulang ke tanah air terlebih dahulu, maka perpanjangan perjanjian kerja dan 

kepesertaan jaminan sosial dilakukan di Indonesia melalui Balai Pelayanan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang ada di daerah asalnya. 

Kedua, apabila PMI tidak kembali ke Indonesia dan melanjutkan kontrak kerja di 

negara penempatan, maka proses perpanjangan perjanjian kerja sekaligus 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui kantor perwakilan 

Republik Indonesia yang berada di luar negeri, seperti Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia. 

Selain kedua jalur tersebut, terdapat pula mekanisme alternatif yang dapat 

digunakan oleh PMI untuk memastikan keberlanjutan perlindungan jamsostek 

mereka. PMI dapat melakukan pendaftaran atau perpanjangan kepesertaan secara 

mandiri melalui web portal BPJS Ketenagakerjaan, atau dengan cara melaporkan 

diri ke KBRI maupun KJRI di negara penempatan. Dengan adanya pilihan 

mekanisme tersebut, PMI yang berangkat secara reguler memiliki kepastian 

hukum dan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, baik ketika memulai 

kontrak kerja, memperpanjang kontrak di Indonesia, maupun ketika melakukan 

perpanjangan langsung di luar negeri (Ketenagakerjaan, 2025). 

Berbeda dengan PMI yang secara resmi tercatat dalam sistem, masih terdapat 

kelompok PMI yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Kelompok ini dapat dibedakan ke dalam dua kategori besar, yaitu migrasi reguler 

tetapi tidak tercatat, dan migrasi tidak reguler. Pada kategori pertama, yaitu migrasi 

reguler legal namun tidak tercatat, pekerja migran sebenarnya memiliki izin tinggal 

atau visa kerja yang sah, namun tidak terdaftar sebagai peserta BPJS 
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Ketenagakerjaan. Kondisi ini dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, PMI yang 

diberangkatkan sebelum diberlakukannya kebijakan wajib kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi PMI. Misalnya, seorang pekerja migran asal Lampung 

berangkat ke Malaysia pada tahun 2016, sedangkan kewajiban untuk menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI baru efektif berlaku setelah periode 

tersebut. Akibatnya, meskipun keberangkatan dilakukan secara legal, status 

mereka tidak tercatat dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Kedua, terdapat pula PMI yang memperpanjang perjanjian kerja tanpa melalui 

mekanisme resmi instansi pemerintah. Hal ini biasanya dilakukan dengan tetap 

bekerja setelah kontrak kerja pertama habis, tetapi tanpa melapor kepada 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri seperti KBRI/KJRI, maupun tanpa 

memperbarui data melalui Portal WNI atau SISKOP2MI. Dengan cara ini, mereka 

tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun status administrasi dan 

keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi berlaku. Pada akhirnya, 

mereka kehilangan perlindungan formal yang semestinya diberikan negara. 

Kategori kedua adalah migrasi tidak reguler, yaitu PMI yang bekerja di luar negeri 

tanpa izin resmi. Bentuk paling umum adalah bekerja dengan menggunakan visa 

pelancong atau visa non-kerja, sehingga status keberangkatan tidak sesuai dengan 

prosedur hukum yang berlaku. Pekerja migran non-prosedural ini sejak awal 

memang tidak tercatat dalam sistem perlindungan pemerintah, sehingga sama 

sekali tidak memiliki akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Selain itu, terdapat pula pekerja migran yang awalnya memiliki visa kerja sah, 

namun tetap bekerja meskipun masa berlaku visa telah berakhir. Praktik ini dikenal 

sebagai melampaui batas visa. Meskipun secara legalitas awal mereka sah, status 

pekerjaannya berubah menjadi tidak teratur setelah izin tinggal berakhir. 

Akibatnya, status administratif maupun perlindungan sosial mereka hilang, dan 

mereka berisiko menghadapi sanksi hukum dari negara penempatan. Dengan 

demikian, pekerja migran yang belum terlindungi ini menghadapi kerentanan yang 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tercatat dalam skema resmi. 

Baik pada kasus legal tidak tercatat maupun migrasi tidak reguler, 

ketidakhadirannya pencatatan formal membuat pemerintah Indonesia kesulitan 
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untuk memberikan perlindungan hukum maupun jaminan sosial ketenagakerjaan 

ketika terjadi risiko, seperti kecelakaan kerja, kematian, atau permasalahan hukum 

di negara penempatan.  

Ketimpangan antara realitas dan regulasi yang telah dipaparkan sebelumnya 

menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola kebijakan pelindungan sosial bagi 

PMI. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas,  tidak hanya berkaitan 

dengan aspek administratif semata, tetapi menunjukkan belum optimalnya 

implementasi kebijakan publik dalam hal minimnya kesadaran PMI akan 

pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan karena merasa tidak merasakan 

manfaat langsung dari jaminan sosial tersebut, koordinasi antarlembaga, sosialisasi 

program, serta pemahaman tentang jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan 

PMI. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik, atau good governance. Dalam konteks 

perlindungan PMI, prinsip good governance sangat penting karena mencakup 

partisipasi semua stakeholder, responsivitas lembaga pelaksana, serta efektivitas 

dan efisiensi kebijakan yang dijalankan.  

Penerapan konsep good governance menjadi krusial dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik, 

khususnya dalam menilai dan melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap 

PMI. Dalam konteks kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI, terutama 

bagi PMI asal Provinsi Lampung yang bekerja di negara penempatan seperti 

Malaysia, prinsip-prinsip Good Governance penting untuk dijadikan kerangka 

evaluatif. Hal ini mengingat kompleksitas perlindungan sosial bagi PMI tidak 

hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga peran dari badan 

pelaksana seperti BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan luar negeri, serta sinergi 

antara negara pengirim dan negara penerima. Menilai pelaksanaan kebijakan 

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di Malaysia perlu 

dilakukan untuk menilai sejauh mana prinsip good governance telah 

diimplementasikan dalam tata kelola perlindungan sosial tenaga kerja migran.  
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Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan jaminan sosial bagi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek regulasi, 

koordinasi antar-stakeholder, maupun efektivitas implementasinya. Penelitian 

Septianda (2023) menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial bagi PMI 

yang dideportasi dari Malaysia telah berjalan cukup baik melalui kerja sama antar 

pemangku kepentingan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek kecukupan 

anggaran. Penelitian Sari (2023) menyoroti tumpang tindih regulasi, mekanisme 

klaim manfaat yang belum terintegrasi secara digital, serta hambatan dalam 

memperpanjang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan. 

Sementara itu, penelitian Krisdiyanto (2023) menemukan bahwa implementasi 

program jaminan sosial bagi PMI di Provinsi Lampung belum optimal karena 

keterbatasan akses terhadap klaim manfaat di negara penempatan dan belum 

adanya perlindungan bagi pekerja migran informal yang tidak memperoleh 

asuransi lokal. 

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan 

kebijakan jaminan sosial bagi PMI sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar 

lembaga, efektivitas pelaksanaan, serta kemampuan pemerintah dalam merespons 

kebutuhan pekerja migran di negara penempatan. Namun, penelitian-penelitian 

tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip good 

governance diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi PMI. Meskipun pemerintah telah memiliki regulasi yang 

komprehensif yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial bagi PMI, data yang 

telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaaan antara regulasi dan 

realisasi terutama bagi PMI yang berada di negara penempatan. Oleh karena itu, 

penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis pelaksanaan 

kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di Malaysia 

dalam perspektif good governance. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan 

mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana 

tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan perlindungan sosial, 

memperkuat koordinasi antarstakeholder, dan mendorong terciptanya kebijakan 
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yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja migran Indonesia di negara 

penempatan. 

Berdasarkan fenomena permasalahan krusial yang dihadapi PMI, penulis menilai 

penting untuk meninjau kebijakan tersebut dalam perspektif good governance 

guna mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dalam 

konteks perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI asal Lampung di negara 

penempatan  Malaysia. Mengingat posisi PMI sebagai  salah satu penyumbang 

devisa negara terbesar sekaligus kelompok rentan yang membutuhkan 

perlindungan sosial yang memadai. Maka dari itu, penulis memutuskan melakukan 

penelitian  dengan judul: “Perspektif Good Governance dalam Kebijakan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung di Negara 

Penempatan  Malaysia” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang berikut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 

PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia?  

2. Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut telah mencerminkan penerapan 

prinsip-prinsip good governance? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal 

Lampung di negara penempatan Malaysia.  

2. Menganalisis pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam 

penerapan prinsip-prinsip good governance bagi PMI asal Lampung di 

negara penempatan Malaysia.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dua manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan maupun 

referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama sebagai bahan kajian 

Administrasi Negara terkait kebijakan dalam pemenuhan jaminan sosial 

ketenagakerjaan PMI di provinsi Lampung. Penelitian ini akan memperkaya 

pengetahuan tentang isu jaminan sosial PMI serta melihat bagaimana aktor-

aktor dalam negeri dan bahkan aktor di negara penempatan berinteraksi dan 

mengelola kepentingan bersama untuk mencapai good governance.   

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI): Hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan evaluasi dan bahan informasi untuk para pekerja migran 

untuk meningkatkan kesadaran pentingnya memiliki kepesertaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya terkait pelindungan jaminan 

kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Memberikan informasi 

mengenai hak-hak dan prosedur klaim jaminan sosial ketenagakerjaan  

serta pentingnya memperpanjang kepesertaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang dimiliki agar pemerintah dapat melindungi secara 

sosial, hukum dan ekonomi pekerja migran yang sudah berada di negara 

penempatan dengan sistem yang sudah terintegrasi.  

b. Bagi BP3MI Lampung: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

evaluasi untuk memperkuat mekanisme pendataan dan monitoring 

terhadap PMI pasca berakhirnya perjanjian kerja. Memberikan masukan 

untuk meningkatkan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan 

KJRI dalam memastikan keberlanjutan perlindungan sosial bagi PMI.  

c. Bagi BPJS Ketenagakerjaan: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar 

untuk merancang program dan layanan yang lebih responsif terhadap 

kebutuhan PMI, khususnya dalam aspek perpanjangan kepesertaan 

setelah perjanjian kerja pertama berakhir. Memberikan masukan untuk 
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kolaborasi lintas instansi dalam memperluas cakupan perlindungan 

jaminan sosial bagi PMI.  

d. Bagi KJRI di Malaysia: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan 

dalam meningkatkan peran KJRI dalam pengawasan, pendataan, serta 

perlindungan baik secara sosial, hukum dan ekonomi bagi PMI. 

Memberiikan dasar bagi penguatan koordinasi dengan BP3MI dan BPJS 

Ketenagakerjaan dalam memastikan keberlanjutan perlindungan sosial. 

Serta dapat menjadi informasi untuk KJRI dalam merumuskan strategi 

komunikasi yang lebih efektif untuk menjangkau PMI yang belum 

terdaftar atau memperbarui kepesertaannya.  

 



 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu referensi 

untuk memperkuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam 

prosesnya, peneliti mengacu pada berbagai penelitian terdahulu yang relevan 

dengan topik yang diteliti. Untuk memberikan gambar yang lebih jelas, hasil 

dari penelitian terdahulu akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

No 
Judul 

Penelitian 
Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Berlianti dkk., 

2024. Kebijakan 

Jaminan Sosial 

Kepada Pekerja 

Migran 

Indonesia (PMI) 

oleh Balai 

Perlindungan 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(BP3MI) 

 

 

 

Penelitian ini 

berfokus pada 

melihat bagaimana 

kebijakan BP3MI 

Medan dalam 

memberikan 

jaminan sosial dan 

juga untuk 

mengetahui terkait 

masalah yang 

dialami PMI 

dinegara 

penempatan. 

Pelaksanaan jaminan sosial 

belum berjalan dengan 

optimal. Terdapat kendala 

dalam implementasi jaminan 

sosial yaitu 

kurangnyapengetahuan 

tentang prosedur klaim, 

kurangnya pemahaman 

terhadap hak jaminan sosial 

serta tidak lengkapnya 

dokumen saat pengajuan 

klaim.  

 

 

2. Sakti, (2023). 

Kerja Sama 

Indonesia  dan 

Malaysia dalam 

Perlindungan 

Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) 

Penelitian ini 

berfokus pada 

peran serta kerja 

sama internasional 

sebagai acuan 

dalam 

pembahasan 

permasalahan 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kerja sama 

Indonesia dan Malaysia dalam 

perlindungan PMI di Malaysia 

tahun 2020 sampai dengan 

2022 belum berjalan secara 

optimal. Pelaksanaan kerja 
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No 
Judul 

Penelitian 
Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

di Malaysia 

2020 – 2022  

yang terjadi pada 

PMI di negara 

Malaysia.  

sama terbaru berfokus pada 

sistem satu kanal sendiri 

belum berjalan dengan baik 

terutama dari pihak Malaysia.  

3. Shaliha & Ufran 

(2023). 

Tinjauan 

Yuridis 

Perlindungan 

Hukum Jaminan 

Sosial Bagi 

Pekerja Migran 

Berdasarkan 

Undang–

Undang Nomor 

18 Tahun 2017 

tentang 

Perlindungan 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Penelitian ini 

berfokus pada 

perlindungan bagi 

PMI berdasarkan 

Undang Undang 

Nomor 18 Tahun 

2017.  Metode 

penelitian yang 

digunakan yaitu 

penelitian hukum 

normatif dengan 

menggunakan 

perundang-

undangan 

konseptual. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa masih 

terdapat hambatan dalam 

memberikan perlindungan 
kepada PMI, hal ini 

disebabkan minimnya 

kepesertaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan para pekerja 

migran disebabkan  akibat  

PMI  tidak mendapatkan  

informasi  yang  lengkap  

terkait  BPJS,  menerima  

informasi  tetapi  tidak  

mendapat  akses  atau  kanal 

pendaftaran  dan  pembayaran  

di  luar  negeri,  manfaat  

jaminan  sosial  yang  

ditawarkan  tidak  sesuai  

dengan  keinginan pekerja 

migran. 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025) 

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa kebijakan 

jaminan sosial bagi PMI masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek 

implementasi, koordinasi antar-lembaga, maupun akses informasi bagi pekerja 

migran. Berlianti dkk (2024) menemukan bahwa pelaksanaan jaminan sosial 

belum optimal akibat rendahnya pemahaman PMI dan kendala administratif. 

Sakti (2023) menyoroti belum efektifnya kerja sama bilateral Indonesia dan 

Malaysia dalam melindungi PMI karena lemahnya koordinasi antarnegara. 

Sementara itu, Shaliha dan Ufran (2023) menunjukkan bahwa minimnya 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan disebabkan keterbatasan informasi dan 

akses kanal pelayanan di luar negeri. Secara umum, penelitian-penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan kebijakan jaminan sosial PMI 

tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut praktik tata 

kelola kebijakan yang belum efektif dan inklusif. 
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Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian 

terdahulu, yaitu dengan menggunakan perspektif good governance sebagai 

pendekatan analisis terhadap kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 

PMI asal Lampung di Malaysia. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah diterapkan dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat mengisi kesenjangan dari penelitian sebelumnya dengan memberikan 

analisis yang lebih komprehensif terkait penerapan good governance dalam 

kebijakan jaminan sosial bagi PMI asal Lampung, khususnya di negara 

penempatan Malaysia. 

 

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. James Anderson 

(dalam Meutia, 2017) menyatakan bahwa kebijakan publik itu ialah suatu 

langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan 

dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sementara itu, 

menurut Carl Friedrich (dalam Meutia, 2017), menyatakan bahwa kebijakan 

itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang 

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan 

publik merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program 

pemerintah. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk 

mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Kartasasmita (dalam 

Prabawati dkk, 2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah upaya untuk 

memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang 

memengaruhinya, dan apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik 
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tersebut.  Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah 

ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsistenn dan 

berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang terkena kebijakan itu 

(Meutia, 2017). Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik 

merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi 

kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka 

dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah (Meutia, 2017).  

Menurut konsep yang telah diuraikan diatas, menurut Solichin Abdul Wahab 

(dalam Meutia, 2017), kebijakan publik dipahami sebagai:  

a. Kebijakan seharusnya menitikberatkan perhatian pada tindakan nyata yang 

dilakukan pemerintah, bukan hanya pada gagasan atau rencana yang ingin 

dicapai.  

b. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan secara jelas antara 

kebijakan (policy) dan keputusan (decision). Kebijakan dimaknai sebagai 

proses pemulihan dari sejumlah alternatif yang tersedia, sedangkan  

keputusan merupakan tindakan spesifik yang diambil untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

c. Secara normatif, setiap kebijakan publik dirancang dengan tujuan utama 

sebagai pemecah masalah (problem solving), yaitu untuk mengatasi atau 

setidaknya mengurangi kompleksitas permasalahan publik.  

2.2.1 Tahapan Kebijakan 

Kebijakan publik tidak lahir begitu saja tetapi kebijakan publik lahir melalui 

proses atau tahapan yang panjang. Proses pembuatan kebijakan publik 

merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun 

variabel yang harus dikaji. Menurut Dunn (2003) analisis kebijakan adalah 

aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara 

kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses 

kebijakan. Analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan 

yang menggunakan metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi 

dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan 

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. 
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a. Merumuskan Masalah  

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum 

terpenuhi yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau 

dicapai melalui tindakan publik.  

b. Peramalan Masa Depan Kebijakan  

Peramalan adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial 

di media masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah 

kebijakan.  

c. Rekomendasi Kebijakan  

Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan 

menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis 

kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral.  

d. Pemantauan Hasil Kebijakan (Monitoring) 

Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang 

digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dam akibat 

kebijakan publik. Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam 

analisis kebijakan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan 

kepatuhan. 

e. Evaluasi Kebijakan  

Menurut Dunn (2003) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi 

kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan 

teoritis. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat 

dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tantang 

manfaat atau hasil-hasil tersebut pada target kebijakan. Evaluasi formal 

merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif 

untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai 

hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil tersebut atas tujuan program 

kebijkan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. 

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana kebijakan 

jaminan sosial ketenagakerjaan PMI asal Lampung di negara penempatan 

Malaysia.  
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2.3 Tinjauan Good Governance  

Good governance muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul tuntutan 

pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan (Nurhidayat, 

2023). Sebagai akibat dari konstitusi  maupun  akibat  dari  lembaga tinggi 

negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan  juga tersumbatnya kontrol 

sosial yang berasal dari partisipasi masyarakat. Pengertian good  governance 

tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut 

semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Good governance 

(tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan landasan nilai 

penyelenggaraan pemerintahan yang pada prinsipnya menekankan pentingnya 

kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor 

swasta dan masyarakat (Meutia, 2017). Dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, aparatur negara memegang peranan strategis sebagai pengendali 

jalannya tata kelola pemerintahan. Tingkat keberhasilan aparatur dalam 

menjalankan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap 

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta pengalaman yang berkaitan 

erat dengan birokrasi dan manajemen administrasi publik. Penerapan konsep 

good governance bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan, yang mencakup tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi. Mengingat masyarakat merupakan pihak yang 

paling memahami kebutuhannya sendiri, keterlibatan aktif masyarakat menjadi 

suatu keharusan. Adopsi prinsip good governance dapat dipandang sebagai 

upaya mengembalikan pemerintahan pada esensi hakikatnya, yakni 

mewujudkan birokrasi yang andal, profesional, efisien, produktif, dan mampu 

memberikan pelayanan publik yang optimal. 

 

Menurut World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran 

salah alokasi dana investasi, baik pencegahan korupsi baik secara politik 

maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and 
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political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009 dalam 

Meutia, 2017). Negara sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya 

termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor 

swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai 

bidang dan sektor-sektor informal lain di pasar. Sektor swasta dapat dibedakan 

dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap 

kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang daapat menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. 

Sedangkan masyarakat terdiri dari individu-individu maupun kelompok (baik 

yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi) yang berinteraksi secaara sosial, 

politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Masyarakat 

meliputi lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lainnya. 

 

Menurut Meutia (2017) arti good dalam good governance mengandung dua 

pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak 

rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam 

pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan 

keaadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif 

dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Berdasarkan pengertian ini, good governance berorientasi pada                              

orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional,                  

pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam 

melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada 

demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen 

konstituennya seperti legitimasi, akuntabilitas, dan assurance of human rights, 

autonomy and devolution of power, dan assurance of civilan control. 

Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan 

mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta 

administratif berfungsi secara efektif dan efisien. 

2.3.1 Prinsip-prinsip Good Governance  

Menurut United National Development Planning (UNDP) 1997  (dalam Meutia, 

2017)  mengartikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan 
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konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, 

UNDP mengemukakan prinsip good governance sebagai berikut:  

1. Partisipasi (Participation) 

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan dibagun berdasarkan prinsip 

demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat 

secara konstruktif. Menurut Jewell dan Siegall (1998:67) partisipasi adalah 

keterlibatan anggota organisasi didalam semua kegiatan organisasi. Di lain 

pihak Handoko (1998:31) menyatakan partisipasi merupakan tindakan dan 

pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Semua warga negara berhak 

terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga 

perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Paradigma 

birokrasi sebagai center for public harus diikuti dengan berbagai aturan 

sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan baik dan efisien, 

selain itu pemerintah juga harus  melayani masyarakat dengan memberikan 

pelayanan yang baik, efektif, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang 

murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat.  

2. Penegakan Hukum (Rule of Law) 

Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan 

harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Penegakan hukum 

sangat berguna untuk menjaga stabilitas nasional. Karena suatu hukum 

bersifat tegas dan mengikat. Sehubungan dengan itu, Santosa (2001:87) 

menegaskan, bahwa perwujudan good governance harus di imbangi dengan 

komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-

unsur sebagai berikut : 

a. Supremasi hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara 

dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara didasarkan pada hukum dan peraturan yang jelas dan tega dan 

dijamain pelaksanaannya secara benar serta independen. 

b. Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara 

diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak 

bertentangan antara satu dengan lainnya. 
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c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan 

aspirasi msyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai 

kebutuhan publik secara adil. 

d. Penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, yakni 

penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu 

jabatan maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak hukum 

yang melanggar kedisiplinan dan hukum wajib dikenakan sanksi. 

e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari 

pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya. 

3. Transparansi (Transparency) 

Keterbukaan merupakan salah satu karakteristik good governance di era 

revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang 

menyangkut semua kepentingan publik. Dengan adanya transparasi maka 

pemerintah menunjukkan kinerjanya sebagai tolak ukur dan informasi bagi 

masyarakat di pemerintahan. 

4. Daya Tanggap ( Responsiveness) 

Responsiveness merupakan konsekuensi logis dari keterbukaan. Setiap 

komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu 

memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap 

stakeholders. Pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan 

masyarakat umum. Pemerintah harus tanggap menganalisa dan  memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat.  

5. Konsesus  (Consesus) 

Pengambilan  keputusan  merupakan salah satu asas yang fundamental yang 

harus diperhatikan lebih oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-

tugasnya untuk mencapai tujuan good governance. Pengambilan keputusan 

secara konsesus yaitu mengambil keputusan melalui proses musyawarah 

dan berusaha semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama.  

Prinsip ini mengungkapkan bahwa keputusan apapun harus dilakukan 

melalui proses musyawarah melalui konsesus. Pelaksanaan prinsip ini 

sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat di dalamnya.  
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6. Kesetaraan (Equity)  

Kesetaraan merupakan kesamaan perlakuan yang didapatkan masyarakat 

dalam pelayanan publik. Pada dasarnya, semua warga negara memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan. Pemerintah harus 

bersikap dan berprilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik 

tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial. 

Kesetaraan ini harus diperhatikan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan 

karena bangsa kita sebagai bangsa yang beraneka ragam suku, ras, agama 

dan budaya.  

7. Efektivitas  (Effectifeness) dan Efisiensi (Efficiency) 

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan 

berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Fokusnya ada 

pada hasil (output dan outcome) yang sesuai dengan target. Sedangkan  

efisiensi adalah ukuran sejauh mana suatu kegiatan dapat mencapai tujuan 

dengan penggunaan sumber daya yang minimal, baik dari segi waktu, 

tenaga, maupun biaya. Fokusnya ada pada proses dan penggunaan sumber 

daya agar tidak terjadi pemborosan. 

8. Akuntabilitas (Accountability)  

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan semua kewenangan serta 

tindakan atas seluruh kebijakan, perbuatan, dan sikapnya terhadap 

masyarakat.  

9. Visi strategis  

Merujuk pada tujuan jangka panjang yang ditetapkan oleh suatu organisasi 

atau lembaga pemerintahan untuk mencapai tata kelola yang baik. Visi 

strategi tersebut merinci arah yang diinginkan dalam hal pemerintahan yang 

efektif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Visi strategi pada good governance berfungsi menjadi panduan 

bagi pemerintah atau lembaga pemerintahan dalam mengarahkan kebijakan, 

program, dan tindakan mereka menuju tata kelola yang lebih baik. Hal ini 

membantu menciptakan sistem yang responsif, adil, dan bertanggung jawab 

terhadap kepentingan publik..  
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Konsep good governance yang dirumuskan oleh UNDP memberikan dasar 

penting dalam memahami bagaimana tata kelola pemerintahan yang ideal 

seharusnya dijalankan melalui prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini 

menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan serta pentingnya 

kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan 

publik. Untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip tersebut 

dalam konteks pemerintahan Indonesia, pandangan dari Sedarmayanti (dalam 

Arisaputra, 2013) yaitu:  

1. Akuntabilitas 

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku 

penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan 

kebijakan yang ditetapkannya. 

2. Transparansi  

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, 

baik di tingkat pusat maupun daerah. 

3. Keterbukaan 

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan 

tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. 

4. Aturan Hukum 

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan 

publik yang ditempuh.  

Pandangan mengenai good governance juga dikemukakan oleh Robert Hass 

(dalam Karso, 2022) yang menitikberatkan pada sinergi antara tiga aktor utama, 

yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan 

UNDP dan Sedarmayanti,  Robert Hass melihat good governance sebagai 

sistem yang hanya dapat berjalan efektif apabila ketiga elemen tersebut 

berinteraksi secara harmonis dalam menjalankan perannya masing-masing. 

Lima prinsip utama yang dikemukakan Hass meliputi, yaitu:  

1. Melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM) 

2. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik  
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3. Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat 

4. Mengembangkan ekonomi  pasar atas dasar tanggung jawab kepada 

masyarakat  

5. Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan  

Pelaksanaan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan politik, penegakan hukum untuk melindungi kepentingan publik, 

pengembangan ekonomi pasar yang bertanggung jawab, serta orientasi politik 

pemerintah menuju pembangunan menunjukkan bahwa good governance tidak 

hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang efisien, tetapi juga 

dengan keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan, ekonomi, dan politik. 

Dengan demikian, teori ini memperkaya pemahaman sebelumnya dengan 

menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan tanggung jawab moral 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. 

Penelitian ini menelaah kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal 

Lampung di negara penempatan Malaysia, menggunakan perspektif good 

governance yang dikemukakan oleh UNDP sebagai alat analisis. Prinsip good 

governance dipandang relevan karena menekankan tata kelola yang inklusif dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Dari berbagai prinsip telah diuraikan, 

penelitian ini memfokuskan indikator-indikator yang relevan dengan konteks 

penelitian ini, yaitu:  

1. Partisipasi menekankan keterlibatan aktif para stakeholders yang berkaitan 

dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya 

bagi PMI. Keterlibatan ini penting agar kebijakan benar-benar 

mencerminkan kebutuhan PMI.  

2. Daya tanggap (responsivitas) menjadi tolak ukur tanggap dan tepat 

pemerintah serta lembaga terkait merespons permasalahan yang dihadapi 

PMI, seperti kendala pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, pelaporan 

pasca-kontrak, atau klaim manfaat ketika terjadi kecelakaan kerja dan 

kematian. Tingkat responsivitas yang tinggi menunjukkan adanya 

pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika penempatan PMI. 
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3. Konsensus menggarisbawahi pentingnya proses musyawarah dan 

kesepahaman antara berbagai aktor, baik di tingkat pusat, daerah, maupun 

negara penempatan. Kesepakatan yang tercapai melalui dialog terbuka akan 

memperkuat koordinasi, mengurangi konflik kebijakan, dan menciptakan 

mekanisme perlindungan yang lebih terintegrasi. 

4. Kesetaraan menuntut agar seluruh PMI, tanpa memandang gender, status 

sosial, atau jenis pekerjaan, memperoleh hak yang sama dalam akses 

terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Prinsip ini memastikan 

kebijakan tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan yang merata 

bagi semua pekerja migran asal Lampung. 

5. Efektivitas dan efisiensi menjadi indikator apakah kebijakan jaminan sosial 

ketenagakerjaan mampu mencapai tujuan perlindungan dengan penggunaan 

sumber daya yang optimal. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana 

kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan mampu memberikan 

perlindungan nyata bagi PMI asal Lampung di negara penempatan 

Malaysia. Efisiensi berkaitan dengan proses pelayanan, waktu, biaya, serta 

kemudahan prosedur yang dirasakan oleh PMI dan pihak terkait. 

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip good governance di atas, dapat dipahami 

bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menuntut adanya struktur 

kebijakan yang jelas, tetapi juga pelibatan aktif seluruh pihak yang 

berkepentingan dalam proses implementasinya. Penerapan prinsip partisipasi, 

daya tanggap, konsensus, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi menjadi 

landasan penting dalam menilai sejauh mana kebijakan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di Malaysia telah berjalan sesuai 

dengan nilai-nilai good governance. Melalui perspektif ini, penelitian 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

kualitas tata kelola kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran, sekaligus 

mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaannya 

semakin transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. 
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2.4 Tinjauan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  

Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, jaminan  sosial  juga  merupakan 

salah satu komponen hak asasi manusia yang memiliki dimensi luas terhadap 

harkat dan martabat manusia (Perwira dkk, 2003). Jaminan sosial adalah salah 

satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna 

menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang 

layak. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang 

atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang 

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari 

tua, dan meninggal dunia.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1 menyatakan Jaminan Sosial adalah satu 

bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Program  jaminan  sosial  

umumnya  berasal  dari  iuran (premi)  bulanan  yang  dibayar  oleh tenaga  

kerja,  pemberi  kerja,  atau  keduanya.  Dalam  konteks  tanggung  jawab  

pemberi  kerja, peraturan  perundang-undangan  mensyaratkan  pemberi  kerja  

untuk  menyediakan  jaminan  bagi tenaga  kerja  serta  keluarganya,  seperti  

kompensasi  untuk  kecelakaan  kerja  dan  penyakit  akibat kerja, pesangon 

untuk pemutusan hubungan kerja, dan jaminan hari tua. Pembiayaan jaminan 

ini sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja, dengan besaran yang 

bergantung pada jenis peristiwa yang terjadi, baik itu sakit, kecelakaan, 

kematian, atau pemutusan hubungan kerja. 

 

Di Indonesia, keberadaan jaminan sosial memiliki landasan hukum yang kuat 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

khususnya Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1), yang menegaskan kewajiban 

negara untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Sebagai 

implementasi konstitusi, pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mengatur 
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penyelenggaraan jaminan sosial secara komprehensif dan merata bagi seluruh 

rakyat Indonesia.  

Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi, pemerintah menetapkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Regulasi ini mengatur pembentukan dan tata kelola Badan Penyelenggara yang 

bertugas melaksanakan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui undang-undang tersebut, 

ditetapkan transformasi lembaga penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada 

menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini juga 

menetapkan bahwa BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, 

sedangkan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat beroperasi pada 1 Juli 2015. 

BPJS Kesehatan bertanggung jawab memberikan pelayanan jaminan kesehatan, 

sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. 

2.4.1 Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia 

Suatu negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak, kesempatan, serta 

perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa adanya diskriminasi, agar 

mereka dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Jaminan 

tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar negeri, dengan 

mempertimbangkan keterampilan, keahlian, bakat, minat, serta kemampuan 

masing-masing individu. Menanggapi hal tersebut, pemerintah merumuskan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional yang menyatakan menjadi dasar terciptanya perlindungan jaminan 

sosial. Undang-Undang ini menjadi dasar pembentukan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan dan penyelenggaraan program tersebut. Kemudian diatur lebih 

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan regulasi pelaksana dari 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN), yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas 

dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia. Undang-Undang 
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ini menegaskan bahwa BPJS adalah badan hukum publik yang bersifat nirlaba, 

bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan berfungsi menyelenggarakan 

program jaminan sosial secara nasional. 

 

Menurut Solechan (dalam Krisdiyanto, 2023) jaminan sosial menjadi 

komponen strategis dalam kebijakan publik yang berperan penting untuk 

mengatasi serta meminimalkan berbagai bentuk penderitaan multidimensi yang 

dialami oleh kelompok masyarakat yang rentan. Dalam konteks penelitian ini, 

kelompok yang dimaksud mencakup PMI yang bekerja di luar negeri, 

mengingat tingginya jumlah permasalahan yang mereka hadapi, seperti kasus 

penganiayaan, ketidaklengkapan dokumen, rendahnya keterampilan kerja, serta 

berbagai persoalan lainnya.   

 

Dalam upaya memperkuat jaminan sosial bagi PMI, pemerintah menetapkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia sebagai langkah progresif yang merepresentasikan peningkatan 

signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada 

aspek penempatan tenaga kerja, namun dinilai belum memberikan jaminan 

perlindungan yang memadai, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan peran negara dalam 

menjamin pemenuhan hak-hak PMI secara menyeluruh, termasuk akses 

terhadap jaminan sosial, bantuan hukum, serta pemberdayaan ekonomi pasca-

penempatan. Selain itu, undang-undang ini memperluas cakupan perlindungan 

tidak hanya kepada PMI yang bekerja melalui jalur resmi, tetapi juga mencakup 

pekerja migran yang rentan, dengan menekankan pada mekanisme pengawasan, 

koordinasi antar instansi, dan penegakan hukum yang lebih kuat.  

 

Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya tinjauan bagian dan pasal-pasal 

spesifik mengenai perlindungan PMI, hak-hak serta kewajiban PMI, jaminan 

sosial, tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta 

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan (LTSAP) dan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia. Undang-Undang tersebut diperkuat lagi dengan adanya 
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Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 diterbitkan sebagai aturan 

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peraturan ini menjadi pedoman operasional 

yang mengatur mekanisme perlindungan PMI secara rinci mulai dari tahap pra-

penempatan, masa penempatan, hingga purna-penempatan.  

 

Seluruh CPMI atau PMI yang akan berangkat bekerja dan/atau yang sudah 

bekerja di luar negeri wajib terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial 

ketenagakerjaan (BPJS, 2025). Dalam konteks perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan PMI, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran diterbitkan 

sebagai regulasi teknis yang mengatur secara rinci pelaksanaan program 

jaminan sosial bagi PMI. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari amanat 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta PP Nomor 59 Tahun 2021, yang 

menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada PMI, termasuk perlindungan melalui skema jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Menurut (BPJS Ketenagakerjaan, 2025) dalam konteks 

jaminan sosial, masa perlindungan PMI sebagai peserta yang terdiri atas:  

1. PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan (seperti BP2MI, 

BP3MI, P3MI, dan Perusahaan yang menempatkan PMI untuk 

kepentingan perusahaan sendiri) yang membayar iuran untuk 

mendapatkan perlindungan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja 

dan setelah bekerja.  

2. PMI perseorangan yang membayar iuran untuk mendapatkan 

perlindungan pada selama bekerja dan setelah bekerja.  

 

Dengan adanya ketentuan tersebut maka PMI tidak lagi menggunakan jaminan 

sosial swasta, tetapi wajib menggunakan dan terdaftar dalam kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan. Jaminan yang dimaksud menurut Permenaker Nomor 4 

Tahun 2023 terkait jaminan terhadap beberapa manfaat program, bagi PMI 

manfaat program yang wajib diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak 

bersifat wajib diikuti oleh PMI atau hanya bersifat opsional. Dibawah ini adalah 
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penjelasan terkait besaran iuran JKK dan JKM bagi PMI baik secara 

perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan yang telah 

ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:  

Tabel 3. Rincian Pembayaran Iuran PMI 

No.  Jenis Iuran Jumlah Iuran 

1. Masa Sebelum Bekerja 

 

Rp37.500 

2. Masa Selama dan Setelah 

Bekerja 24 bulan 

 

Rp332.500 

3. Masa Selama dan Setelah 

Bekerja 12 bulan 

 

Rp189.000 

4. Masa Selama dan Setelah 

Bekerja 6 bulan 

 

Rp108.000 

5. Perpanjangan  Rp13.500/bulan 

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2025 ( www.bpjsketenagakerjaan.go.id ) 

Berdasarkan data dari Tabel 3, peneliti akan memaparkan penjelasan dari 

rincian pembayaran iuran PMI sebagai berikut:  

1. Sebelum pemberangkatan para pekerja migran ke negara penempatan, 

rincian pembayaran iurannya yaitu:  

a. Selama 5 (lima) bulan sebelum penempatan ke negara tujuan, PMI 

membayar iuran sejumlah Rp37.500 terdiri atas iuran JKK sebesar 

Rp25.500 dan iuran JKM sebesar Rp12.000.  

b. Apabila selama waktu diatas belum ditempatkan, PMI dapat 

memperpanjang masa perlindungan sebelum keberangkatan dengan 

membayar kembali Rp37.500 untuk jangka waktu 5 (lima) bulan 

berikutnya. 

 

 

 

 

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
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2. Selama PMI bekerja di negara penempatan, rincian pembayaran iurannya 

yaitu:  

a. PMI membayar iuran sebesar Rp332.500 untuk masa perlindungan 

selama 26 (dua puluh enam) bulan terdiri atas 24 (dua puluh empat) 

bulan masa kerja, 1 (satu) bulan masa perlindungan mengurus 

kepulangan ke Indonesia, dan 1 (satu) bulan tambahan masa 

perlindungan setelah tiba di Indonesia.   

b. Apabila PMI memperpanjang masa perjanjian kerja, PMI membayar 

iuran sebesar Rp13.500 per setiap bulan serta dibayarkan sekaligus 

sesuai perpanjangan masa perjanjian kerja.  

3. Kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI) atau PMI yang bekerja ke 

luar negeri secara mandiri perseorangan hanya membayar iuran selama dan 

setelah bekerja, rincian pembayaran iurannya yaitu:  

a. PMI membayar iuran sejumlah Rp332.500 terdiri atas iuran JKK 

sebesar Rp202.000 dan iuran JKM Rp130.500 untuk masa perlindungan 

27 (dua puluh tujuh) bulan, terdiri atas 1 (satu) bulan sebelum  

keberangkatan ke negara tujuan, 24 (dua puluh empat) bulan masa kerja, 

1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia, dan 1 (satu) bulan 

tambahan masa perlindungan setelah tiba di Indonesia. 

b. Apabila PMI memperpanjang masa perjanjian kerja, PMI membayar 

iuran sebesar Rp13.500 /bulan terdiri dari iuran JKK sebesar Rp8.000 

dan iuran JKN Rp5.500, serta dibayarkan sekaligus sesuai perpanjangan 

masa perjanjian kerja.  

4. Kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI) atau PMI yang bekerja ke 

luar negeri melalui pelaksana penempatan seperti P3MI dengan masa 

perlindungan untuk 31 (tiga puluh satu) bulan dengan total pembayaran 

sebesar Rp370.000, rincian pembayaran iurannya yaitu:  

a. Sebelum pemberangkatan bekerja ke luar negeri, PMI membayar iuran 

sejumlah Rp37.500 untuk masa perlindungan selama 5 (lima) bulan 

sebelum keberangkatan ke negara tujuan. 

b. Selama dan setelah bekerja iuran yang dibayarkan Rp332.500 terdiri 

atas iuran JKK sebesar Rp202.000 dan iuran JKM Rp130.500 untuk 
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masa perlindungan 31 (tiga puluh satu) bulan, terdiri atas 5 (lima) bulan 

sebelum  keberangkatan ke negara tujuan, 24 (dua puluh empat) bulan 

masa kerja, 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia, dan 1 

(satu) bulan tambahan masa perlindungan setelah tiba di Indonesia. 

Berdasarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan PMI, PMI akan mendapatkan 7 manfaat baru dan peningkatan 

manfaat tanpa kenaikan iuran. Manfaat yang akan diterima oleh PMI yang memiliki 

jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut.  

Tabel 4. Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PMI 

No. 

Program 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

PMI 

Manfaat Jaminan 

1. Jaminan 

Kecelakaan 

(JKK) 

1. Perawatan dan pengobatan di negara penempatan 

akibat kecelakaan kerja maksimal Rp 50 juta. 

2. Santunan cacat maksimal Rp 100 juta.  

3. Santunan berkala cacat total akibat kecelakaan 

kerja maksimal 12 juta.  

4. Bantuan PHK akibat kecelakaan kerja  

a. Masa kerja kurang dari 6 bulan = Rp 2 juta  

b. Masa kerja lebih dari atau sama dengan 6 bulan 

sampai dengan kurang dari 12 bulan = Rp 3 juta.  

c. Masa kerja lebih dari atau sama dengan 12 

bulan sampai dengan 1 bulan sebelum 

perjanjian kerja berakhir = Rp 5 juta. 

5. Biaya transportasi pemulangan akibat kecelakaan 

kerja maksimal Rp 15 juta.  

6. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja 

maksimal Rp 85 juta. 

7. Beasiswa diberikan kepada maksimal 2 anak PMI 

a. TK/sederajat Rp1.5 juta/Anak/Tahun (Maks. 2 

Tahun) 

b. SD/sederajat Rp1.5 juta/Anak/Tahun (Maks. 6 

Tahun)  

c. SMP/sederajat Rp 2 juta/Anak/Tahun (Maks. 3 

Tahun)  

d. SMA/sederajat Rp 3 juta/Anak/Tahun (Maks. 3 

Tahun)  

e. Perguruan Tinggi/Pelatihan Rp 12 

Juta/Anak/Tahun (Maks. 4 Tahun)  

8. Transportasi  

a. Darat, Sungai, Laut maksimal Rp 5 juta. 
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No. 

Program 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

PMI 

Manfaat Jaminan 

b.Laut maksimal Rp 2 juta. 

c. Udara maksimal Rp 10 juta.  

9. Orthose/Prothese 140% dari tarif pusat rehabilitasi 

Rumah Sakit Pemerintah  

10. Gigi tiruan maksimal Rp 5 juta. 

11. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp 2.5 

juta. 

12. Penggantian kacamata maksimal Rp 1 juta. 

13. Homecare paling lama 1 tahun maksimal Rp 20 

juta.  

2. Jaminan 

Kematian 

(JKM) 

1. Sebelum bekerja Rp 42 juta.  

2. Selama bekerja Rp 85 juta. 

3. Setelah bekerja Rp 42 juta. 

4. Beasiswa diberikan ke[ada maksimal 2 anak PMI 

a. TK/sederajat Rp1.5 juta/Anak/Tahun (Maks. 2 

Tahun) 

b. SD/sederajat Rp1.5 juta/Anak/Tahun (Maks. 6 

Tahun)  

c. SMP/sederajat Rp 2 juta/Anak/Tahun (Maks. 3 

Tahun)  

d. SMA/sederajat Rp 3 juta/Anak/Tahun (Maks. 3 

Tahun)  

e. Perguruan Tinggi/Pelatihan Rp 12 

Juta/Anak/Tahun (Maks. 4 Tahun)  

3. Jaminan  

Hari Tua (JHT)  

Tabungan bebas risiko dengan hasil pengembangan 

diatas bunga deposito Bank Pemerintah untuk 

persiapan hari tua, PHK, meninggal dunia atau 

cacat total tetap.  

4. Manfaat 

Lainnya 

1. Kerugian atas tindakan pihak lain maksimal Rp 10 

juta  

2. Risiko gagal berangkat Rp 10 juta. 

3. Risiko gagal ditempatkan Rp 25 juta dan 

penggantian biaya transportasi maksimal Rp 15 

juta. 

4. Pemulangan PMI bermasalah dan penggantian 

biaya transportasi maksimal Rp 15 juta  

5. Bantuan PHK sepihak Rp 1.5 juta. 

6. Bantuan PMI yang tidak ditempatkan sesuai 

perjanjian kerja Rp 25 juta dan penggantian biaya 

transportasi maksimal Rp 15 juta.  

7. Bantuan bagi PMI korban pemerkosaan Rp 50 juta. 

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan (2025)   
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Dalam konteks perlindungan jaminan sosial, dalam Undang-Undang dan 

peraturan pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya menekankan bahwa 

pemerintah melindungi PMI selama jangka waktu pra penempatan, masa 

bekerja dan purna bekerja. Pemerintah bekerja sama dengan mitra pelaksana 

penempatan dalam upaya menekan jumlah PMI yang berangkat melalui jalur 

nonprosedural.  

2.5 Tinjauan Pekerja Migran Indonesia  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 menyatakan 

bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga kerja 

Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di 

luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau 

telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik 

Indonesia, yang meliputi: 

1. PMI Formal yaitu bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.  

2. PMI Informal yaitu bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah 

tangga. 

3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. 

Tidak termasuk sebagai PMI yang tercantum dalam Undang-undang 18 Tahun 

2017 yaitu:  

1. Warga negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh 

badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk 

menjalankan tugas resmi  

2. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri  

3. WNI pengungsi atau pencari suaka  

4. Penanaman modal  

5. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan 

Republik Indonesia  

6. WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan 

dan belanja negara  

7. WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri  
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Apabila ditinjau dari proses keberangkatannya, terdapat 2 (dua) kategori 

pekerja migran yaitu PMI prosedural dan PMI ponprosedural. Warga negara 

Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan yang telah 

ditetapkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku disebut PMI 

prosedural. Pekerja yang mengikuti prosedur resmi pemerintah, memiliki 

dokumen lengkap, seperti paspor, visa kerja, kontrak resmi, dan telah melalui 

pelatihan sesuai sektor pekerjaan. Kelompok ini mendapatkan perlindungan 

hukum dan fasilitas pendampingan dari pemerintah maupun lembaga terkait. 

Sedangkan warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui jalur 

penempatan yang ilegal atau tidak sesuai dengan perundang-undangan disebut 

dengan PMI nonprosedural.  PMI yang bekerja secara ilegal atau tanpa prosedur 

resmi, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum. Mereka lebih rentan 

menghadapi risiko eksploitasi, penipuan agen, dan masalah hukum di negara 

tujuan. 

Dalam pelaksanaannya untuk bekerja di luar negeri lebih sulit dalam tahap 

seleksi penempatan pekerja dari pada bekerja di dalam negeri meskipun dalam 

garis besarnya sama dengan seleksi calonpekerja umunya, sepeti batas usia, 

kesehatan, dan kompetensi kerja. Para calon tenaga kerja harus mempunyai skill 

yang dibutuhkan didi negara tujuan, selain itu syarat-syarat wajib berpergian ke 

luarnegeri juga menjadi yang uatama. Selain syarat wajib yang harus dipenuhi 

oleh CPMI atau PMI, dalam proses perekrutan PMI juga wajib memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut, beberapa hal yang harus di penuhi oleh tenaga 

kerja. Syarat-syarat menjadi PMI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI yaitu: 

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun  

2. Memiliki kompetensi  

3. Sehat jasmani dan rohani  

4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial  

5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan  

 



37 

 

 

Perlindungan terhadap PMI dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja 

agar tidak terjadi penyalahgunaan hak maupun tidak di dapatkannya hak-hak 

pekerjasesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Dalam Undang-undang 

Nomor 18 tahun 2017 Pasal 3 tentang perlindungan terhadap pekerja migran 

memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin pemenuhan sekaligus hak asasi 

manusia sebagai warga negara dan pekerja migran sekaligus menjamin 

perlindungan hukum, ekonomi, dan menjamin perlindungan sosial terhadap 

pekerja migran beserta keluarga. Sehingga PMI mendapatkan perlindungan 

penuh dari pemerintah agar dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan 

bagi pekerja migran dan keluarga. Pelindungan PMI meliputi tiga bagian, yaitu 

pelindungan sebelum keberangkatan, pelindungan saat bekerja, dan 

pelindungan purna bekerja. 

1. Pelindungan sebelum keberangkatan.  

Pelindungan sebelum keberangkatan meliputi pelidunngan secara teknis 

yang berkaitan dengan administrasi PMI, pemberian sosialisasi dan 

pemberian informasi, peningkatan mutu calon pekerja melalui 

pendidikan dan pelatihan kerja, serta jaminan sosial bagi tiap-tiap calon 

PMI.  

2. Perlindungan saat bekerja 

Perlindungan PMI selama di luar negerimencangkup segala bentuk 

perlindungan baik secarapreventif maupun repretif atau kuratif yang 

dilakukan oleh badan hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban serta 

menjamin kehidupan dankesejahteraan PMI di luar negeri. Hal ini 

dimaksudkan agar PMI dapat tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi 

secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, pelecehan,diskriminasi 

dan ekploitasi.Selama masa menghabiskan masa kontrak kerja PMI di 

negara penempatan, PMI berhak mendapat perlindungan berbadan 

hukum yang sah seperti perlindungan saat pendaftaran dan pendataan 

oleh para stakeholder Indonesia yang ada di luar negeri, pemantauan 

selama PMI tinggal dan bekerja di negara penempatan, evaluasi, fasilitas 

pemberian hak, fasilitas penanganan kasus (jika PMI menerima kasus 
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hukum atau permasalahan), pemberian pelayanan pengaduan bagi PMI, 

pemberian pertolongan berbadan hukum, pembinaan, serta fasilitas 

repatriasi. 

3. Pelindungan purna bekerja  

Pelindungan purna penempatan bagi PMI merupakan salah satu 

pelindungan yang berhak diperoleh PMI ketika telah menyelesaikan 

masa kontak kerja dan di pulangkan ke tanah air. Pelindungan purna 

bekerja selain diberikan kepada PMI juga diberikan keluarga PMI yang 

bersangkutan. Perlindungan yang diberikan terhadap PMI berupa 

fasilitas kepulangan ke daerah asal dalam keadaan sehat, sakit, maupun 

meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan 

bagi PMI dan keluarga beserta pemenuhan hak PMI yang belum 

terlaksana. Perlindungan purna penempatan dilakukan oleh pemerintah 

pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Sehingga hak-hak 

PMI setelah masa purna penempatan dapat di peroleh demi 

kesejahteraan dan penghidupan bagi PMI dan keluarga. 

Dalam penelitian ini akan membahas PMI yang pada awalnya berangkat secara 

prosedural namun berpotensi kehilangan status pelindungan jaminan sosial dan  

legalitasnya apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan setelah masa 

perjanjian kerja (PK) pertama telah berakhir. Kondisi ini terjadi ketika PMI 

melanjutkan bekerja tanpa melapor dan memperpanjang PK serta kepesertaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan melalui website BPJS Ketenagakerjaan atau 

Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan. Hal tersebut 

tidak hanya mengubah status PMI menjadi nonprosedural, tetapi juga 

mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum dan akses terhadap manfaat 

jaminan sosial ketenagakerjaan. 

2.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023  

Komitmen  Pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  Pekerja  

Migran Indonesia  (PMI)  salah  satunya  melalui  program  jaminan  sosial.  

Program  Jaminan  Sosial mulai  diterapkan  di  Indonesia  sejak  tahun  2004  

dengan  berlakunya  UU  No  40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
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Nasional. Pada tahun 2018, diterbitkan peraturan yang khusus mengatur  

jaminan  sosial  untuk  para  pekerja  migran  Indonesia  yaitu  Peraturan  

Menteri Ketenagakerjaan  No  18  Tahun  2018  tentang  Jaminan  Sosial  

Pekerja  Migran  Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Permenaker tersebut 

belum menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan  layanan  yang  PMI  

dapatkan.  Permasalahan  terbesar  adalah  mengenai  tata  kelola  dalam 

implementasi   jaminan   sosial   pekerja   migran   Indonesia.   Pada   Februari   

2023 terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 

sebagai pengganti atas Permenaker Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Jaminan  

Sosial  Pekerja  Migran  Indonesia.  Permenaker  No  4 Tahun 2023 ini diyakini 

lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada PMI mulai  dari  

sebelum,  selama,  hingga  setelah  bekerja.  Dalam penelitian ini berfokus pada 

Pasal 8, 9 dan 13 Permenaker 4 Tahun 2023.  

A. Pendaftaran Kepesertaan Sesuai dengan Pasal 8 Permenaker Nomor 

4 Tahun 2023.  

1) Pendaftaran program JKK dan JKM dilakukan oleh Calon Pekerja 

Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia. 

2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam 

program JKK dan JKM Pelaksana Penempatan memfasilitasi 

pendaftaran program JKK, JKM  pada BPJS Ketenagakerjaan. 

3) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di 

negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama 

dengan Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI untuk 

memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan 

B. Mekanisme Pendaftaran Sesuai dengan Pasal 9 Permenaker Nomor 4 

Tahun 2023.  

1) Pendaftaran program JKK dan JKM dilakukan dengan menggunakan 

formulir pendaftaran melalui Kanal Pelayanan. 

2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

data diri dan anggota keluarga yang harus diisi secara lengkap. 
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3) Pendaftaran program JKK dan JKM sebelum bekerja, dengan 

melampirkan dokumen: a. kartu tanda penduduk; dan b. kartu 

keluarga. 

4) Pendaftaran program JKK dan JKM selama bekerja dan setelah 

bekerja, dengan melampirkan dokumen: a. paspor; dan b. perjanjian 

kerja 

5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

disampaikan secara daring atau luring. 

C. Perpanjangan Kepesertaan Sesuai dengan  Pasal 13 Permenaker 

Nomor 4 Tahun 2023.  

1) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia melakukan perpanjangan 

kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, perpanjangan 

kepesertaan dilakukan melalui Kanal Pelayanan. 

2) Perpanjangan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Migran 

Indonesia atau Pelaksana Penempatan 

3) Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kepesertaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen:a. paspor; 

dan b. perjanjian kerja yang memuat perpanjangan jangka waktu.  

4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara 

daring atau luring. 

2.7 Kerangka Berpikir  

PMI menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Maka dari itu, 

negara perlu menjamin dan melindungi hak-hak mereka. Maka dari itu, 

pemerintah menerbitkan Undang-Undang 18 Tahun 2017 yang kemudian 

didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan untuk 

menjamin perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah  

mengeluarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan  Sosial 

Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut 

diharapkan dapat melindungi segenap PMI yang berada di negara penempatan.  
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Pada realitanya, sebagian besar PMI yang belum terlindungi yaitu PMI yang 

melanjutkan bekerja di negara penempatan dan tidak memperpanjang jaminan 

sosial ketenagakerjaan setelah masa perjanjian kerja pertama habis. Oleh karena  

itu, perlu dilakukan untuk menilai bagaimana tata kelola pemerintahan terkait 

jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut khususnya di provinsi Lampung 

sebagai provinsi pengirim PMI terbesar urutan ke-5 (lima) dari 38 (tiga puluh 

delapan) provinsi se Indonesia. Atas analisis yang telah dipaparkan diatas, 

peneliti menggambarkan kerangka pikir dibawah ini yaitu sebagai berikut: 
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Sumber: Diolah peneliti (2025) 

Gambar 4.Kerangka Berpikir 



 
 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tipe deskriptif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan  metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting).  Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu 

gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan 

responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Melalui pendekatan 

kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan 

menjelaskan tentang bagaimana kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI 

asal Lampung di negara penempatan Malaysia dalam perspektif good 

governance.  

 

3.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun 

data yang dikumpulkan. Sesuai dengan judul penelitian, maka fokus penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI asal Lampung 

di negara penempatan Malaysia ini berjalan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian 

ini, peneliti memfokuskan kajian pada kebijakan Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta berfokus pada Pasal 8, 9 

dan 13 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.  
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2. Penelitian ini juga menelaah kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 

PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia, menggunakan 

perspektif good governance UNDP 1997 (dalam Meutia, 2017)  sebagai 

alat analisis. Prinsip good governance dipandang relevan karena 

menekankan tata kelola yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan 

publik. Dari berbagai prinsip yang ada, penelitian ini memfokuskan pada 

partisipasi, daya tanggap (responsivitas), konsensus, kesetaraan, serta 

efektivitas dan efisiensi sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja tata kelola 

kebijakan jamsostek PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia 

yaitu: 

a. Partisipasi menekankan keterlibatan aktif para stakeholders seperti 

BP3MI Lampung, BPJS Ketenagakerjaan, Perwakilan RI, P3MI serta 

termasuk PMI asal Lampung itu sendiri yang berkaitan dalam 

pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja 

migran. Keterlibatan ini penting agar kebijakan benar-benar 

mencerminkan kebutuhan PMI.  

b. Daya tanggap (responsivitas) menjadi tolak ukur tanggap dan tepat 

pemerintah serta lembaga terkait merespons permasalahan yang 

dihadapi PMI, seperti kendala pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, 

pelaporan pasca kontrak, atau klaim manfaat ketika terjadi kecelakaan 

kerja dan kematian. Tingkat responsivitas yang tinggi menunjukkan 

adanya pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika penempatan 

PMI. 

c. Konsensus menggarisbawahi pentingnya proses musyawarah dan 

kesepahaman antara berbagai aktor, baik di tingkat pusat, daerah, 

maupun negara penempatan. Kesepakatan yang tercapai melalui dialog 

terbuka akan memperkuat koordinasi, mengurangi konflik kebijakan, 

dan menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih terintegrasi. 

d. Kesetaraan menuntut agar seluruh PMI, tanpa memandang gender, 

status sosial, atau jenis pekerjaan, memperoleh hak yang sama dalam 

akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Prinsip ini 
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memastikan kebijakan tidak diskriminatif dan memberikan 

perlindungan yang merata bagi semua pekerja migran asal Lampung. 

e. Efektivitas dan efisiensi menjadi indikator apakah kebijakan jaminan 

sosial ketenagakerjaan mampu mencapai tujuan perlindungan dengan 

penggunaan sumber daya yang optimal. Kebijakan yang efektif dan 

efisien tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan kerja atau kehilangan 

penghasilan, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi 

PMI dan keluarganya. 

Dengan memilih prinsip yang relevan tersebut penelitian ini mengidentifikasi 

bagaimana kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan perspektif 

good governance. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dalam kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan 

khususnya PMI asal Lampung yang berada di negara penempatan Malaysia.  

3.3 Lokasi Penelitian 

Paparan terkait lokasi penelitian menyangkut dengan identifikasi karakteristik 

lokasi, alasan memilih lokasi serta cara peneliti memasuki lokasi tersebut. 

Lokasi dalam penelitian ini dipilih secara sengaja karena lokasi penelitian ini 

merupakan realitas dari masalah yang difokuskan yaitu Balai Pelayanan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung. Pemilihan lokasi ini 

sebagai lokasi utama dalam penelitian ini dikarenakan BP3MI Lampung 

merupakan turunan langsung dari Kementerian Pekerja Migran Indonesia 

(KemenP2MI) instansi yang berhadapan langsung dengan PMI di provinsi 

Lampung. Dalam hal ini BP3MI Lampung mengurusi segala urusan yang 

berkaitan dengan PMI asal Lampung mulai dari pra penempatan, masa bekerja 

hingga purna bekerja serta mengurusi perihal jaminan sosial ketenagakerjaan 

PMI sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.  

 

Mengingat bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan ini diamanahkan oleh 

instansi yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan, maka peneliti akan menjadikan sebagai lokasi kedua dalam 
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penelitian ini. Mengingat pula bahwa di instansi BP3MI Lampung terdapat Unit 

Layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan Lampung. Maka dari itu, penelitian ini 

dilakukan di satu lokasi yang memuat kedua instansi yang diperlukan untuk 

penelitian.  

3.4 Sumber Data  

Menurut Siyoto (2015) data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh 

peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan 

penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang 

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian 

berlangsung. Selain itu data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti 

bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa 

berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa 

ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk 

melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Berdasarkan 

sumbernya data dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data 

sekunder.  

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data 

asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data 

primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang 

dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain 

wawancara, dan observasi. Dengan demikian, dalam memperoleh data 

primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan 

dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi langsung di 

BP3MI Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan Lampung dan mewawancarai 

anggota dan pihak yang terlibat dalam pelayanan jaminan sosial bagi PMI 

asal Lampung. Terkait melakukan wawancara dengan informan yang berada 

di luar negeri seperti perwakilan KJRI di Malaysia, PMI asal Lampung yang 

berada di Malaysia peneliti menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh 
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seperti zoom meeting, video call Whatsapp serta Google Meeting untuk 

melakukan wawancara dengan pihak informan terkait yang berada di 

Malaysia.  

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari 

berbagai sumber seperti laporan publikasi yang tertera di website BP2MI 

maupun BPJS Ketenagakerjaan, buku, laporan, jurnal, dan artikel online 

yang berkaitan dengan upaya pelayanan jaminan sosial bagi pekerja migran 

Indonesia asal Lampung.  

3.5 Informan Penelitian  

Berikut adalah data informan pada penelitian ini yaitu:  

Tabel 5. Data Informan Penelitian 

No. Informan Bidang 
Tanggal 

Wawancara 

Lama 

Bekerja 

Kode 

Informan 

1. Muhammad 

Meidi, S.H 

(37) 

Ketua Tim Fasilitasi 

Kelembagaan dan 

Diseminasi Program  

BP3MI Lampung 

 

24 November 

2025 

11 Tahun  I1 

2. Andrew SB 

Gumay, 

S.I.Kom (34) 

Tim Fasilitasi dan 

Pelayanan 

Pelindungan PMI  

BP3MI Lampung 

 

24 November 

2025 

11 Tahun  I2  

3. Ahmad 

Robby, 

S.I.Kom (37) 

Ketua Tim 

Pelayanan dan 

Penempatan BP3MI 

Lampung 

 

24 November 

2025 

11 Tahun  I3  

4. Rinanti D.S 

Rekhwan, S. 

Kom (26)  

Unit Layanan PMI 

BPJSTK Lampung  

26 November 

2025 

5 Tahun  I4 

5.  

Suryani (24) 

PMI asal Lampung 

di Malaysia (Sektor 

Formal) sebagai 

Quality Control di 

Perusahaan Pabrik 

Masker Medis 

 

5 Desember 

2025 

Kurang 

lebih 4 

Tahun  

I5 
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No. Informan Bidang 
Tanggal 

Wawancara 

Lama 

Bekerja 

Kode 

Informan 

6. Ezra (34) PMI asal Lampung 

di Malaysia (Sektor 

Informal) sebagai 

Elderly Caretaker   

 

3 Desember 

2025 

7 Bulan  I6 

7. Agus Efendi 

(38) 

Keluarga atau Ahli 

Waris PMI  

 

6 Desember 

2025 

- I7 

8. 

 

Muhhamad 

Ryan 

Yudistira, B. 

Mgmt., M. Sc 

(25) 

Perwakilan Konsulat 

Jenderal Republik 

Indonesia (KJRI) 

Johor Bahru 

Malaysia sebagai 

Staf Fungsi 

Konsuler  

 

13 Desember 

2025  

2 Tahun  I8 

9. Siddiq 

Purwono (41) 

Kepala Cabang PT. 

Jafa Indo  Corpora 

(JIC) Lampung  

25 November 

2025 

6 Tahun  I9 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)  

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena  tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Terdapat bermacam-macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi yaitu sebagai berikut.  

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan ten tang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi (Sugiyono, 2013). Wawancara dilaksanakan untuk 

menghimpun data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan berkaitan dengan 

pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI asal Lampung yang 
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berada di Malaysia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan 

penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun 

wawancara kepada informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian yaitu dengan melaksanakan wawancara mendalam, artinya 

data yang didapat terdiri atas kutipan langsung dari para narasumber tentang 

pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informasi peneliti. 

 

2. Observasi 

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa observasi 

merupakan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Sesuai dengan hal tersebut Marshall (1995) 

(dalam Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa "through observation, the 

researcher learn about behavior and the meaning attached to those 

behavior". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna 

dari perilaku tersebut. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan  

melakukan pengamatan langsung di BP3MI Lampung dan Unit Layanan 

PMI BPJS Ketenagakerjaan KCI Lampung yang berada di dalam satu lokasi 

yang sama.  

 

3. Dokumentasi  

Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan 

menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga 

lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari 

dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka 

peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Data yang dikumpulkan dari 

dokumentasi merupakan data yang mendukung data sekunder dengan cara 

mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun 

gambar yang berkaitan dengan implementasi jaminan sosial PMI asal 

Lampung. 
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Tabel 6. Daftar Dokumen Terkait Jamsostek PMI 

No Nama Dokumen Subtansi Dokumen 

1.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017 

Mengetahui dasar hukum 

pelindungan PMI 

2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 

2021  

Melaksanakan ketentuan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia. PP ini 

bertujuan untuk memberikan 

perlindungan yang lebih baik bagi 

pekerja migran dan keluarganya, 

sesuai dengan Konvensi 

Internasional tentang 

Perlindungan Hak-Hak Seluruh 

Pekerja Migran dan Anggota 

Keluarganya yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia. 

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 4 Tahun 2023  

Menjelaskan secara rinci tentang 

pelaksanaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi PMI dan 

tupoksi dari BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai lembaga 

penyelenggara kebijakan program 

serta pelaksana penempatan 

sebagai fasilitator.  

4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 7 

Tahun 2023 tentang SISKO P2MI 

Menjelaskan tentang memberikan 

pelindungan bagi PMI perlu 

membentuk dan mengembangkan 

sistem informasi secara terpadu, 

bahwa pelayanan penempatan dan 

pelindungan bagi PMI lebih 

efektif dan efisien dengan 

melakukan pengembangan sistem 

informasi terpadu yang 

dilaksanakan melalui Sistem 

Komputerisasi Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(SISKOP2MI) 

5. MoU Luar Negeri antara Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Malaysia 

tentang Penempatan dan Pelindungan 

PMI Sektor Domestik di Malaysia 

Tahun 2022.  

Meningkatkan pelindungan bagi 

Pemberi Kerja dan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia dengan 

memperkuat mekanisme yang 

tepat dalam perekrutan dan 

penempatannya 
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No Nama Dokumen Subtansi Dokumen 

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Pelindungan PMI di 

Provinsi Lampung. 

Menjelaskan bahwa PMI asal 

Lampung, melekat padanya hak 

asasi manusia yang harus 

dilindungi, dihormati dan 

dipenuhi oleh siapapun. Bahwa 

PMI asal Lampung harus 

dilindungi dari kejahatan 

perdagangan orang, perbudakan 

dan kerja paksa, korban 

kekerasan, kesewenang-

wenangan, dan kejahatan atas 

harkat dan martabat manusia 

 

7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 

BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan 

tentang Sinergitas Layanan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI.  

Nomor: PER/333/122021 Nomor: 

PKS.09/SU/XII/2021  

Perjanjian yang dilakukan antara 

BP2MI dan BPJS 

Ketenagakerjaan tentang layanan 

jaminan sosial bagi PMI  

8. Buku saku BPJS Ketenagakerjaan 

untuk PMI 

Mengetahui bahwa buku saku ini 

diharapkan PMI dapat memahami 

program perlindungan jaminan 

sosial, manfaat program, cara 

pendaftaran, tata cara 

pembayaran, iuran dan tata 

cara klaim jamsostek. 

9. MoU Dalam Negeri antara BP2MI 

dan BPJS Ketenagakerjaan tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan bagi CPMI 

dan PMI.  

Nomor: MoU/11/122020 

Nomor:09/KA-MoU/XII/2020 

Nota kesepahaman antara BP2MI 

dan BPJS Ketenagakerjaan untuk 

menyelenggarakan jamsostek bagi 

CPMI dan PMI.  

10. MoU antara KP2MI/BP2MI dengan 

Pemerintah Provinsi Lampung 

tentang Penguatan Tata Kelola 

Pelindungan CPMI dan PMI serta 

keluarga di Provinsi Lampung.  

Nomor: 

MoU.60/02.01/KS.01/VII/2025. 

Nomor: G/527/B.01/HK/2025  

Nota kesepahaman untuk 

meningkatkan tata kelola 

pelindungan bagi CPMI dan PMI 

serta keluarga di Provinsi 

Lampung.  

11. SK Tim Bidang BP3MI Lampung  Mengetahui tugas pokok dan 

fungsi dari setiap tim bidang yang 

ada di BP3MI Lampung  

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)  



52 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

Menurut Bodgan (dalam Sugiyono, 2013) mengemukakan analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipaharni, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada 

orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Model analisis data yang digunakan peneliti 

adalah model interaktif Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2013). 

Komponen dalam analisis data Miles & Huberman yaitu sebagai berikut: 

 

1. Pengumpulan data  

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data secara langsung 

dari berbagai sumber melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. 

Pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian 

berlangsung, sehingga peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga 

mulai memahami pola dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. 

Data yang diperoleh berasal dari informan utama seperti BP3MI Lampung, 

BPJS Ketenagakerjaan, PMI, serta keluarga PMI, sehingga memberikan 

gambaran yang komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan yang diteliti. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin 

lama peneliti ke lapangan, maka jurnlah data akan semakin banyak, 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
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yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan 

informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam 

memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih 

mendalam. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing) 

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti 

mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, 

mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya 

disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2013) 

3.8 Teknik Keabsahan Data  

Keabsahan data menjadi standar validitas dari data yang diperoleh. Tingkat 

kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa 

yang digunakan. Sugiyono (2013), dalam penelitian kualitatif data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Untuk 

memastikana data yang digunakan sah, perlu dilakukan sejumlah langkah yang 

mencakup pemeriksaan data dan penerapan kriteria, yaitu:  

 

Gambar 5. Komponen dalam Analisis Data 
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1. Uji Kredibilitas (Credibility)  

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggantikan 

validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Aspek ini menekankan pada 

proses penelitian yang cermat agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat 

kepercayaan tinggi dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang ada. Untuk 

meningkatkan kredibilitas, penelitian menggunakan teknik triangulasi. 

Dalam penelitian ini langkah-langkah tersebut dilakukan guna memastikan 

bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya yaitu 

menggunakan triangulas sumberi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber. Sugiyono 

(2013) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data 

yang memanfaatkan berbagai metode untuk memperoleh informasi yang 

lebih akurat. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber, 

yang diperoleh dalam waktu dan dengan instrumen yang berbeda. Data yang 

terkumpul dianalisis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta aspek 

spesifik yang mendukung validitas penelitian. 

 

2. Uji Transferabilitas (Transferability).  

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat 

diterapkan atau disesuaikan dengan konteks lain di luar penelitian awal. 

Dalam penelitian kualitatif, aspek ini menunjukkan apakah temuan dan 

kesimpulan dapat diterapkan pada populasi atau situasi yang serupa namun 

berbeda. Oleh karena itu, transferabilitas menilai sejauh mana hasil 

penelitian dapat direplikasi dalam kondisi lain serta sejauh mana orang lain 

dapat menggunakannya dalam konteks mereka sendiri. Untuk memastikan 

transferabilitas, peneliti menyusun laporan yang rinci, sistematis, dan 

mudah dipahami, sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah Universitas 

Lampung tahun 2020.  
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3. Uji Dependabilitas (Dependability).  

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, perlu 

dilakukan audit terhadap seluruh proses penelitian untuk menilai keandalan 

data. Dalam beberapa kasus, data dapat tersedia meskipun peneliti tidak 

secara langsung terlibat dalam penelitian. Oleh karena itu, pengujian 

dependabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan 

benar-benar berasal dari proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian 

ini, peneliti secara aktif berdiskusi dengan pembimbing guna memastikan 

bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

 

4. Uji Konfirmabilitas (Confirmability).  

Pengujian konfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji 

obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian 

telah disepakati banyak orang dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability 

mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan 

secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses 

tidak ada, tetapi hasilnya ada. 

 

Konfirmabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian 

mencerminkan proses yang telah dilakukan. Artinya, harus ada kesesuaian 

antara hasil penelitian dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam 

memperoleh data. Untuk memastikan aspek ini, dilakukan audit secara 

menyeluruh terhadap semua tahap penelitian. Pemeriksaan yang dilakukan 

oleh pembimbing mencakup keabsahan data, logika dalam menarik 

kesimpulan, tingkat ketelitian, serta kesesuaian hasil penelitian dengan 

prosedur yang telah diterapkan.



 
 
 

 

 

 

 

V.  PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia, dengan 

fokus pada implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 

Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 dan Pasal 

9 relatif telah berjalan optimal pada tahap pra penempatan, karena kepesertaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi persyaratan administratif yang bersifat 

mengikat dalam sistem penempatan PMI. Integrasi kepesertaan dengan 

SISKOP2MI menjadikan PMI tidak dapat melanjutkan tahapan penempatan tanpa 

memenuhi kewajiban jaminan sosial, sehingga perlindungan pada perjanjian kerja 

pertama relatif terjamin secara prosedural. Sebaliknya, pelaksanaan Pasal 13 belum 

berjalan optimal, khususnya bagi PMI yang memperpanjang perjanjian kerja 

langsung di negara penempatan tanpa kembali ke Indonesia. Meskipun mekanisme 

perpanjangan kepesertaan telah tersedia melalui kanal daring BPJS 

Ketenagakerjaan dan fasilitasi Perwakilan Republik Indonesia, keberlanjutan 

kepesertaan masih sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif PMI karena 

belum adanya sistem yang secara otomatis mengaitkan perpanjangan kontrak kerja 

dengan kewajiban perpanjangan kepesertaan jaminan sosial. 

Ditinjau dari perspektif good governance, pelaksanaan kebijakan menunjukkan 

variasi tingkat ketercapaian pada setiap indikator. Indikator partisipasi belum 

berjalan optimal, karena keterlibatan PMI cenderung bersifat administratif dan 

terbatas pada tahap pra penempatan, sementara partisipasi aktif dalam pelaporan 

status kerja dan perpanjangan kepesertaan setelah berada di negara penempatan 

masih rendah. Indikator konsensus relatif telah berjalan pada tingkat kelembagaan, 

yang tercermin dari adanya kerja sama, nota kesepahaman, serta koordinasi lintas 
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instansi antara BP3MI, BPJS Ketenagakerjaan, P3MI, pemerintah daerah, dan 

Perwakilan RI, meskipun konsensus tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi 

pada tingkat individu PMI. Indikator daya tanggap telah diupayakan dengan cukup 

baik, melalui penyediaan mekanisme pelayanan, pendampingan, dan pengaduan 

yang terstruktur, meskipun kecepatan penanganan dalam kasus tertentu masih 

dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan dan koordinasi lintas instansi. 

Indikator kesetaraan, kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diterapkan 

secara formal tanpa diskriminasi terhadap PMI sektor formal maupun informal. 

Namun, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya bersifat substantif, karena hasil 

akhir pelayanan masih dipengaruhi oleh kemampuan administratif dan tingkat 

pemahaman PMI atau keluarganya terhadap prosedur yang berlaku. Sementara itu, 

pada indikator efektivitas dan efisiensi, kebijakan telah menunjukkan efisiensi dari 

sisi mekanisme pelayanan melalui pemanfaatan kanal daring dan penyederhanaan 

prosedur, tetapi efektivitas perlindungan berkelanjutan belum tercapai secara 

optimal akibat belum terintegrasinya sistem lintas negara dan lemahnya mekanisme 

pengawasan kepesertaan PMI setelah kontrak kerja pertama berakhir. Pelaksanaan 

kebijakan ini telah mengarah pada beberapa prinsip-prinsip good governance, tetapi 

masih menghadapi hambatan utama berupa rendahnya partisipasi PMI, belum 

optimalnya integrasi sistem lintas instansi dan lintas negara, serta ketergantungan 

pada inisiatif individu PMI dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan jaminan 

sosial di negara penempatan 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5.2 Saran  

Sehubungan dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, berikut adalah 

beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukkan bagi 

instansi terkait dalam melindungi PMI asal Lampung yang ada di negara 

penempatan Malaysia:  

1. Masukkan untuk Perusahaan di Malaysia dalam Mendukung 

Keberlanjutan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PMI 

Perusahaan-perusahaan yang memberikan pekerjaan PMI di Malaysia 

disarankan untuk berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun 

kebijakan internal yang mewajibkan atau memfasilitasi perpanjangan 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI, khususnya pada saat perpanjangan 

kontrak kerja. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat bekerja sama dengan 

Perwakilan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan 

informasi, pendampingan administratif, serta pengingat (reminder system) 

kepada PMI terkait kewajiban perpanjangan kepesertaan. Dengan adanya 

dukungan dari perusahaan, keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi PMI 

dapat lebih terjamin dan tidak semata-mata bergantung pada kesadaran individu 

pekerja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan secara 

keseluruhan.  

2. Peningkatan Sosialisasi Aktif dan Pembekalan Berkelanjutan Kepada PMI, 

Khususnya PMI yang Melakukan Perpanjangan Perjanjian Kerja di 

Malaysia 

Perlu adanya sosialisasi dan pembekalan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan 

tidak hanya difokuskan pada tahap pra penempatan, tetapi juga dilakukan secara 

berkelanjutan kepada PMI yang memperpanjang kontrak kerja di negara 

penempatan, khususnya di Malaysia. Sosialisasi ini perlu diarahkan pada 

peningkatan pemahaman PMI mengenai manfaat kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan, baik dalam perlindungan JKK dan JKM, maupun dalam 

memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga PMI di daerah asal. Selain itu, 

pembekalan juga perlu menekankan pemahaman praktis mengenai tahapan dan 

alur pendaftaran serta perpanjangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 
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negara penempatan, termasuk penggunaan kanal layanan daring yang telah 

disediakan. Melalui sosialisasi yang bersifat aktif, sederhana, dan mudah 

dipahami, PMI diharapkan tidak hanya mengetahui kewajiban administratifnya, 

tetapi juga memahami pentingnya keberlanjutan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan selama bekerja di luar negeri. Upaya ini menjadi penting agar 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dipandang sebagai kebutuhan perlindungan, 

bukan sekadar persyaratan formal sebelum keberangkatan. 

3. Peningkatan Integrasi Sistem Pelindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Negara Penempatan Malaysia 

Hendaknya diperlukan untuk penguatan integrasi sistem antara BPJS 

Ketenagakerjaan, KP2MI/BP2MI dan BP3MI, dan Perwakilan Republik 

Indonesia di negara penempatan Malaysia dalam rangka mendukung 

keberlanjutan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI. Integrasi sistem 

ini dapat diarahkan pada penyelarasan data kepesertaan, masa kontrak kerja, 

serta status perpanjangan perjanjian kerja PMI, sehingga proses perpanjangan 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih mudah dipantau dan diakses. 

Peningkatan integrasi tersebut diharapkan dapat membantu PMI dalam menjaga 

kesinambungan perlindungan jaminan sosial tanpa harus menghadapi prosedur 

yang terpisah-pisah antar lembaga. Dengan adanya sistem yang lebih terhubung 

dan saling mendukung, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI 

di negara penempatan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus 

memperkuat peran negara dalam memastikan hak-hak PMI tetap terlindungi 

selama bekerja di luar negeri. 
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